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ABSTRAK 
Nama  : Sinta 
NIM  : 10500110098 
Jurusan  : Ilmu Hukum 
Judul  : Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan 
Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris di Kota Makassar 
 Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah bagaimanakah 
implementasi pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh 
notaris dan apa sajakah faktor-faktor penghambat dan pendukung pemberian jasa 
hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di kota Makassar 
tersebut. 
 Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan 
metodelogi yaitu: 1) Studi dokumen terhadap data yang ada di perpustakaan/buku-
buku 2) Wawancara dengan notaris, 3) Analisis data. Penulis menggunakan analisis 
data kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemberian jasa hukum 
kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris kepada orang yang tidak mampu sudah 
berjalan dan penerapannya sudah ada di kota makassar. Namun belum maksimal atau 
angka yang sangat kecil di bandingkan dengan akta biasa,  Faktor-faktor penghambat 
dan pendukung pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh 
notaris bagi orang yang tidak mampu 1)faktor pendukung UUJN dan Kode Etik 
Notaris, 2)faktor penghambatnya yaitu himpitan kebutuhan materialisme bagi notaris 
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan operasional kantor adalah suatu tuntutan 
realitas yang tidak terelakkan. 
 Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bantuan hukum yang di 
layangkan secara gratis di lembaga ataupun instansi terkait (Notaris & PPAT) dan 
Efektivitas implementasi pemberian jasa hukum secara Cuma-Cuma ini masih 
memerlukan regulasi baru di bidang kenotariatan, khususnya mengenai kualifikasi 
orang yang tidak mampu, dan nominal akta yang tidak dapat dikenekan honororium 
oleh notaris. 
 
 1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip 
negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang 
berintikan kebenaran dan keadilan. Kedudukan manusia dalam hukum sangat erat 
hubungannya dengan hak asasi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Hak Asasi 
Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang merupakan anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa. Manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati 
dianugerahi hak dasar tersebut, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya, 
tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, politik, 
status sosial, bahasa dan status lainnya. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan 
kewajiban lainnya. 
 Hak Asasi Manusia telah dikumandangkan oleh bangsa Indonesia sejak 17 
Agustus 1945, sebagaimana tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 yaitu:“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala 
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena 
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.1 Pengertian Hak Asasi 
                                                          
1
 Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD1945 
secara Lengkap(jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 3 
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Manusia dapat kita lihat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut: 
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan   manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh Negara, 
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 
harkat dan martabat manusia”. 
Membicarakan masalah hak asasi, Usman berpendapat:
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“Hak asasi antara lain hak hidup, hak kemerdekaan, hak berkeluarga, hak 
untuk mendapatkan keadilan, hak rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, hak 
kebebasan beragama, dan hak kesejahteraan”. 
 Berdasarkan hal tersebut di atas, hak rasa aman merupakan salah satu hak 
asasi yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan 
pemerintah, juga setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 
martabat manusia yaitu termasuk hak rasa aman ketika seseorang melakukan 
perbuatan hukum. 
 Relevan dengan hal tersebut di atas Rahardjo mengatakan:
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“Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah 
suatu kehidupan hukum dalam masyarakat, bukan saja dikarenakan negeri ini 
menganut paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis 
kecenderungan yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang 
berkembang ke arah suatu masyarakat modern. Kondisi yang demikian 
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 Suparman Usman., Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia( Jakarta: Gaya 
Media Pratama, 2008), Hlm. 65. 
 3 Khudzaifah Dimyati.., Teorisasi Hukum ( Surakarta: Muhammadiyah University 
Press,2005), Hlm. 1 
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menuntut adanya hukum yang berdimensi nasional, yang memiliki paradigma 
berwawasan ke-indonesiaan, sekaligus mengakomodasi tuntutan zaman”. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, masyarakat modern adalah masyarakat yang 
mampu mengakomodasi tuntutan zaman, tuntutan masyarakat modern adalah dengan 
adanya jaminan kepastian hukum terhadap suatu perbuatan hukum dibidang private. 
Jaminan kepastian hukum tersebut dapat diperoleh apabila suatu perbuatan hukum 
private dituangkan dalam bentuk suatu akta oleh pejabat umum yang berwenang, 
salah satu pejabat umum yang dimaksud adalah notaris. 
 Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang mempunyai peranan yang 
sangat besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat 
sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini sejalan dengan lahirnya jabatan notaris itu 
dikarenakan masyarakat membutuhkannya, bukan suatu jabatan yang sengaja 
diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. 
Sebagaimana yang dikatakan Adjie sebagai berikut:
 4
 “Profesi lahir sebagai hasil 
interaksi diantara sesama anggota masyarakat, yang lahir dan dikembangkan dan 
diciptakan oleh masyarakat sendiri”. 
 Perkembangan kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan 
kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian 
                                                          
 4 Habib Adjie., M.Hum., Hukum Notaris Indonesia,( Bandung: Rafika Aditama, 2008),Hlm. 8 
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berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban setiap 
subjek hukum. Sebagaimana dikatakan Markus:
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“Agar tercipta perlindungan, kepastian, dan ketertiban harus terdapat kegiatan 
pengadministrasian hukum (law administrating) yang tepat dan tertib. Hal ini 
diperlukan untuk menghindari terjadinya hubungan hukum yang cacat dan 
dapat merugikan subyek hukum dan masyarakat”. 
Senada dengan hal tersebut Kie berpendapat:
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“Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figuur) yang keterangan-
keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta 
segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seseorang ahli yang tidak 
memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau 
unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat 
melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat 
membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang 
notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu”. 
 Berdasarkan pemaparan Kie di atas, dapatlah dikatakan kedudukan seorang 
notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan 
masih disegani. Seorang notaris adalah sebagai seorang pejabat umum tempat 
seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, segala sesuatu yang 
ditulis serta ditetapkan oleh notaris (konstatir) adalah benar, oleh karena itu seorang 
notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Hal serupa 
                                                          
 
5
 Gunawan Markus, Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Payung Hukum, Internet, di 
akses 29 Desember 2013 
 6 Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris,(Jakarta: Icthiar 
Baru Van Hoeve, 2000), Hlm. 162 
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juga di katakan Asshiddiqie selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
sebagai berikut:
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“Notaris sebagai pejabat publik, tugas dan wewenang yang diberikan oleh 
negara harus dilaksanakan oleh notaris dengan sebaik-baiknya dan setepat-
tepatnya. Kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat 
menumbulkan terganggunya kepastian hukum, dan kerugian-kerugian lainnya. 
Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan 
pengawasan secara terus menerus sehingga semua notaris semakin 
meningkatkan kualitas pelayanan publik”. 
 Berdasarkan apa yang disampaikan Asshiddiqie tersebut di atas sangat jelas 
sekali bahwa peranan notaris itu sangat dominan pada proses kepastian hukum dalam 
gerak pembangunan hukum nasional. Oleh karenanya tugas dan wewenang yang 
dimiliki notaris itu sendiri merupakan delegasi dari negara untuk pelayanan kepada 
masyarakat Indonesia. Mengenai hal ini Adjie juga memaparkan sebagai berikut:
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”Lembaga Notaris merupakan Beleidsregel dari negara dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan sekarang di ganti menjadi Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) atau Jabatan Notaris 
sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan alat 
bukti yang otentik yang diakui oleh negara”. 
 Tugas yang diemban oleh seorang notaris adalah tugas yang seharusnya 
merupakan tugas pemerintah, oleh karenanya hasil pekerjaan notaris mempunyai 
akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada akta 
yang dibuatnya mempunyai kekuatan otentik dan kekuatan eksekutorial. 
                                                          
 7 Habib Adjie., Hukum Notaris Indonesia,( Bandung: Rafika Aditama, 2008),Hlm. 16 
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 Habib Adjie., Hukum Notaris Indonesia,( Bandung: Rafika Aditama, 2008),Hlm. 8 
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 Oleh karena itu, notaris selaku pejabat umum dapat juga dikatakan sebagai 
pegawai pemerintah. Sebagaimana yang dikatakan Lubis sebagai berikut:
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“Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja juga untuk 
kepentingan negara, namun demikian Notaris bukanlah sebagai pegawai 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya 
menerima honorarium atau fee dari klien. Dan dapat dikatakan bahwa notaris, 
adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, 
notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun 
dari pemerintah”. 
 Berdasarkan pemaparan Lubis di atas dapat disimpulkan bahwa, notaris 
adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh negara, bekerja untuk 
kepentingan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menerima 
honorarium atau fee atas jasa yang telah diberikan kepada kliennya. Berkenaan 
dengan honorarium atas jasa yang diberikan notaris telah di atur dalam pasal 36 dan 
37 UUJN 
 Mengenai ketentuan besarnya honorarium yang disebutkan dalam pasal 36 
tersebut dia atas yakni nominal rupiah batas maksimal atas jasa hukum yang telah 
diberikan oleh notaris, hal ini dapat kita lihat pada bunyi pasal 36 Ayat (1), (2), (3) 
dan (4) di dalam UUJN tersebut berupa kata “paling besar” dan kata “tidak melebihi”. 
 Sebagaimana dipaparkan Hartono sebagai berikut:
 10
 
                                                          
 9 Suhrawardi K. Lubis.,Etika Profesi Hukum,( Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hlm. 34 
 10 Dedi Hatono, S.H., MKn, 2007, Renvoi, Edisi Nomor 3.51.V, hlm. 28 
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“Ketentuan honorarium jasa hukum oleh notaris perlu diatur khusus oleh salah 
satu pasal dalam UUJN yakni, agar notaris tidak mengambil uang jasa 
melebihi batas yang telah ditentukan”. 
 Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita mengerti bahwa UUJN mengatur 
mengenai honorarium notaris hanya pada batas maksimal, dengan kata lain batas 
limitative/minimum honorarium atas jasa notaris tersebut tidak di atur di dalam 
UUJN tersebut. 
 Tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap pasal 36 Ayat (1), (2), dan (3) di 
dalam UUJN, mengenai ayat (4) di dalam penjelasan UUJN di sebutkan sebagai 
berikut:  
“Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian yayasan, akta 
pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta 
pendirian rumah sakit”.  
 Fungsi dan peranan notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin 
kompleks dewasa ini tentunya semakin luas dan semakin berkembang. Kelancaran 
dan kepastian hukum merupakan segenap usaha yang dijalankan oleh seluruh pihak 
tampak semakin banyak dan meluas. Hal ini tentunya tidak lepas dari pelayanan dan 
produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah yang memberikan sebagian 
wewenangnya kepada notaris, dan juga masyarakat yang menggunakan jasa notaris 
tentu mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-
benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan. 
 Jabatan notaris selain menggeluti masalah-masalah teknis hukum harus turut 
berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, seorang 
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notaris harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum nasional sehingga akhirnya 
mampu melaksanakan profesinya secara proporsional. Keseimbangan ini baik 
ditujukan kepada masyarakat yang mampu maupun kepada masyarakat yang tidak 
mampu memberikan honorarium (fee) atas jasa yang diberikan. 
 Sebuah fakta yang tidak terbantahkan menyebutkan bahwa, sebagian besar 
lulusan Magister Kenotariatan mengambil profesi sebagai notaris setelah lulus. Sejak 
terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia (SK Dirjen Dikti) tahun 2000, yang isinya mengubah 
status Program Pendidikan Spesialis Notariat menjadi Program Studi Magister 
Kenotariatan di masing-masing enam universitas penyelenggaraan yaitu Universitas 
Indonesia, Universitas Pendjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas 
Diponegoro, Universitas Airlangga, dan Universitas Sumatera Utara, Universitas 
Hasanuddin. Dengan demikian, jumlah notaris di Indonesia terus bertambah dan 
meningkat drastis, sehingga yang menjadi persoalan bagi dunia profesi notaris 
sekarang adalah praktik persaingan antar notaris, dengan kata lain “Perang Tarif” 
yang luar biasa. 
Sebagaimana dipaparkan Hartono yang di kutip Renvoi sebagai berikut:
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“Meski telah ditentukan besaran tarif, baik tingkat nasional maupun dalam 
skup daerah-Pengda INI-semuanya terpulang pada kondisi masing-masing 
daerah.Namun patut dicatat bahwa perang tarif, bias dikatagorikan sebagai 
pelanggaran undang-undang, masih acap terjadi. Misalnya, ada notaris yang 
                                                          
 
11 Dedi Hatono., 2007, Renvoi, Edisi Nomor 3.51.V. 38 
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menentukan tarif di bawah konsensus. Bahkan ada tarif yang tidak masuk 
akal, saking rendahnya. Padahal besarnya uang jasa tersebut, untuk biaya 
produksi saja mustahil bisa dikerjakan. 
 Beberapa sumber yang masih menjunjung konsensus beralasan mereka 
memasang tarif rendah lantaran jika pekerjaan itu tidak diambil banyak yang antri 
dan bersedia mengerjakan. Pekerjaanpun diambil-kendati bertarif rendah-dengan 
alasan bisa untuk membiayai operasional kantor. Kondisi ini Nampak ironis dan 
dilematis, walau harus mempertaruhkan harkat dan martabat jabatan”. Mengenai 
honorarium yang merupakan hak notaris tersebut di atas Adjie juga berpendapat:
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“Pencantuman honorarium dalam UUJN tidak punya daya paksa untuk notaris 
dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris, dan juga tidak ada yang 
mengawasi jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut. 
 Di sisi lain Akta notaris sebagai produk intelektual Notaris, harus diberi 
penghargaan sebagai implementasi dari keilmuan seorang notaris, dan juga notaris 
bukan tukang membuat akta. Setiap akta notaris mempunyai nilai sentuhan tersendiri 
dari notaris yang bersangkutan dan memerlukan kecermatan, sehingga atas hal itu, 
Notaris dapat menentukan honornya sendiri sesuai dengan kesepakatan para 
pihak/penghadap yang memerlukan jasa notaris, dengan parameter tingkat kesulitan 
membuat akta yang diminta oleh para pihak/penghadap, sehingga nilai akta tidak 
perlu didasarkan pada nilai ekonomis atau sosiologis dari suatu akta, karena tidak ada 
ukuran yang tepat untuk mengukur nilai ekonomis dan sosiologis suatu akta, akta 
                                                          
 12 Habib Adjie., Hukum Notaris Indonesia,(Bandung: Rafika Aditama, 2008),Hlm. 108 
10 
 
 
 
notaris harus tetap dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian 
yang sempurna.
13
 
 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, notaris selama menjalankan tugas 
jabatannya, meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak 
mendapat gaji dari pemerintah atau uang pensiun dari pemerintah. Sehingga dapat 
dikatakan honorarium / fee yang diterima oleh notaris sebagai pendapatan pribadi 
notaris yang bersangkutan. notaris merupakan hak, dalam artian orang yang telah 
menggunakan jasa notaris wajib membayar honorarium atas notaris tersebut. 
Meskipun demikian notaris berkewajiban membantu secara cuma-cuma untuk mereka 
yang tidak mampu memberikan honorarium/ fee kepada notaris. Jasa hukum untuk 
mereka yang mampu membayar honorarium notaris atau diberikan secara cuma-cuma 
oleh notaris karena ketidakmampuannya penghadap, wajib diberikan tindakan hukum 
yang sama oleh notaris, karena akta yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan tidak 
akan ada bedanya baik bagi yang mampu membayar honorarium notaris maupun bagi 
yang tidak mampu atau diberikan secara cuma-cuma. Hal tersebut merupakan 
idiealisme yang menjunjung martabat martabat profesi jabatan notaries namun hal 
yang tidak dapat dipungkiri Globalisasi menerjang semua negara tanpa pandang bulu, 
krisis keuangan global yang menjadi (Hot Issue) di belahan dunia saat ini dirasakan 
juga oleh lembaga profesi di Indonesia, khususnya ketika berbicara mengenai 
idealisme dan martabat profesi jabatan notaris. Idealisme seakan menjadi barang baru 
                                                          
 13 Habib Adjie., Hukum Notaris Indonesia,( Bandung: Rafika Aditama, 2008),hlm.182 
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dan aneh di tengah maraknya pragmatisme yang menjadi faham baru di tengah 
masyarakat. Notaris sebagai bagian dari individu dalam masyarakat menghadapi 
tantangan yang serupa. Di satu sisi notaris diminta menjaga idealismenya sebagai 
pejabat umum, untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang 
diamanatkan di dalam pasal 37 UUJN, namun di sisi lain notaris dihimpit oleh 
kehidupan materialisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
 Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis terilhami ingin melakukan suatu 
penelitian dengan judul: “Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014(Implementasi 
Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma oleh Notaris).  
 Warga Negara indonesia yang kurang mampu dalam hal perlindungan hukum 
mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan rasa aman yang dikenal dengan hak 
asasi manusia, oleh karnanya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 
negara, hukum dan pemerintah, juga setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia, termasuk hak rasa aman ketika seorang 
melakukan perbuatan hukum dan khususnya dalam bidang kenotariatan dimana ia 
berhak untuk menuntut pemberian jasa hukum kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh 
notaris. Dalam agama islam pun di ajarkan bahwa umat islam harus saling tolong 
menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana di jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 
2 :  
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Terjemahnya: 
 (Al-Maidah:2)“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan 
dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya 
Allah SWT amat berat siksanya.”14 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai umat islam kita harus saling tolong 
menolong dalam hal kebaikan dan bertaqwa kepada Allah SWT. Begitu pula dalam 
bidang hukum, khususnya hukum kenotariatan, seorang notaris wajib memberikan 
jasa hukum kenotariatan secara Cuma-Cuma terhadap warga yang kurang mampu 
selain itu, dalam ayat di atas juga di jelaskan bahwa umat islam tidak boleh saling 
tolong menolong dalam hal keburukan atau berbuat dosa dan pelanggaran, salah satu 
contoh seorang notaris di katan melakukan pelanggaran apabila memberikan jasa 
hukum kenotariatan secara Cuma-Cuma misalnya pembuatan akta tanah  kepada 
warga yang kurang mampu tetapi bukan bukan hak milik warga tersebut. Jika notaris 
tersebut melanggar, maka dosanya bukan di dunia saja tetapi di akhirat juga nanti. 
  
 
                                                          
 
14
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,(jakarta: cv penerbit,2004) hlm. 106 
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B. Fokus penelitian  
 Berdasarkan uraian kasus di atas maka penulis dapat mendeskripsikan fokus 
penelitian dalam karya ilmiah yaitu: 
1. Meneliti mengenai Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang 
Kenotariatan Secara Cuma-Cuma oleh Notaris di Kota Makassar. 
2.  Meneliti mengenai Faktor-Faktor penghambat dan pendukung pemberian jasa 
hukum di bidang Kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh Notaris di kota 
Makassar. 
C. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok 
permasalahan yang perlu diteliti adalah: 
a. Bagaimanakah Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan 
Secara Cuma-Cuma oleh Notaris di Kota Makassar? 
b. Faktor-Faktor apa pendukung dan penghambat pemberian jasa hukum di bidang 
Kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh Notaris di kota Makassar tersebut? 
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D. Kajian Pustaka 
a. Pengertian Notaris  
 Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris  
Notaris adalah pejabat Umum, Khusus (satu-satunya yang) berwenang untuk 
membuat akte-akte otentik tentang semua tindakan-tindakan, perjanjian-
perjanjian dan keputusan-keputusan, yang di haruskan oleh perundang-
undangan umum untuk di kehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu 
dinyatakan dalam surat otenti, menjamin tanggalnya, menyimpan akte-akte 
dan mengeluarkan grosse (salinan sahih), salinan-salinan (turunan-turunan) 
dan kutipan-kutipannya; semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu, 
karena perundang-undangan umum, tidak pula di wajibkan atau di khususkan 
kepada penjabat-penjabat atau orang-orang lain.
15
 
 Pasal 1 sesungguhnya merupakan suatu copy (tururnan) dari pasal sama dari “ 
De wet op het Notarisambt in Nederland” dari tahun 1842, sebagian tersebut dalam 
bab tersebut di tasa, meskipun ada beberapan perbedaan dalam redaksinya. Perbedaan 
redaksi ini tidak mempengaruhi isi dan makna dari materi yang diatur dalam pasal 1 
dari masing-masing undang-undang itu. 
b. Pengertian Akte Otentik 
 Akte otentik ialah akte yang di buat dan di resmikan dalam bentuk menurut 
hukum, oleh atau di hadapan penjabat-penjabat umum, yang berwenang unruk 
                                                          
 
15
 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. h. 6. 
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berbuat demikian itu, di tempat dimana akta itu di buat. Disini kita melihat ada 
beberapa unsur:
16
 
1. Akte itu di buat dan di resmikan (verleden) dalam bentuk menurut hukum. 
2. Akte itu di buat oleh atau di hadapan pejabat umum. 
3. Akte itu di buat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk 
membuat di tempat di mana akte itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di 
tempat wewenang penjabat yang membuat. 
untuk dapat membuat akte otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai 
“penjabat umum”. Di Indonesia, seorang Advokat, meskipun ia seorang yang ahli 
dalam bidang hukum tidak berwenang untuk membuat akte otentik, karena ia tidak 
mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Sebaliknya seorang “pegawai 
catatan sipil” (Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) meskipun ia bukan ahli hukum, 
ia berhak membuat akte-akte otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk 
membuat akte kelahiran, akte perkawinan, akte kematian. Demikian itu karena ia oleh 
undang-undang di tetapkan sebagai “pejabat Umum” dan diberi wewenang untuk 
membuat akte-akte.  
 Membuat akte-akte otentik berdasarkan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, 
maka seorang Notaris harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Maka 
karena itulah notaris harus tetap sebagai “pejabat umum”. Tanpa adanya kedudukan 
                                                          
 
16 Guawan Markus, Undang-undang Notaris Sebagai Payung Hukum, Internet, di 
akses 29 februari 2014 
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itu, maka ia tidak mempunyai wewenang untuk membuat akte otentik. Tentang 
kekuatan sebagai alat pembuktian, kita dapat dalam pasal 1870 B.W. yang 
menetapkan sebagai berikut. 
 “Suatu Akte Otentik memberikan diantara para fihak beserta Ahliwaria-
ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatau 
bukti yang sempusna tentang apa yang di muat di dalamnya.”17 
 
 Dari ketentuan pasal 1870 B.W. itu dapat kami ambil kesimpulan bahwa akte 
otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak.apalagi apabila akte itu 
membuat perjanjian yang mengikat kedua bela pihak yang membuat perjanjian itu, 
jadi apabila antara fihak-fihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka 
apa yang tersebut dalam akte otentik itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga 
tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain. Disinilah letaknya arti 
yang penting dari akte otentik yang dalam praktek hukum sehari-hari memudahkan 
pembuktian dan pemberian kepastian hukum yang lebih kuat. 
 Lain halnya dengan akte di bawah tangan  yang masih dapat di sangkal dan 
baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila di akui oleh kedua 
belah pihak, atau dikuatkan lagi dengan alat-alat pembuktian lainnya. Oleh karena itu, 
akte dibawah tangan merupakan permulaan bukti tertulis (begin van schriftelijk 
bewijs). 
                                                          
 17 Juliartha,. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik.(Jakarta: Trio Rimba Persada,2009) 
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 Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna, yang memberikan di antara 
pihak termasuk para ahli warisnya atau oerang yang mendapat hak para pihak itu 
suatu buntik yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan di dalam akta itu. 
Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnta 
pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu di buktikan lagi dan bagi hakim merupakan 
bukti wajib/keharusan. Oleh karena itu akta otentik mempunyai kakuatan pembuktian 
, baik lahiriah, formil maupun materiil. 
1. Syarat formil yaitu: 
a. Dibuat oleh pejabat yang berwenang 
b. Ditempat dimana pejabat tersebut berkedudukan 
c. Ditanda tangani oleh para pihak yang hadir pada tanggal yang tersebut 
didalam akta. 
2. Syarat Materiil yaitu: 
Isis atau materi dari akta tersebut adalah benar. 
c. Pengertian pejabat umum 
 Seorang menjadi pejabat umum, apabila ia di angkat dan di berhentikan oleh 
pemerintah dan di beri wewenang dan kewajiban untuk melayani ppublik dalam hal-
hal tertentu. Pejabat umum melaksanakan kewibawan (gezag) dari Pemerintah, dalam 
jabatannya itu tersimpul suatu sifat atau ciri yang khas, yang membedakannya dari 
jabatan-jabatan lainnya dari masyarakat, sekalipun untuk untuk menjalankan jabatan-
jabatan lainnya itu kadang-kadang di perlukan juga pengangkatan atau izin dari 
Pemerintah. Apabila di perlukan pengangkatan untuk jabatan-jabatan yang lain itu, 
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umpamanya advokad, maka sifat dari pengangkatan itu sesungguhnya pemberian izin, 
pemberian wewenang itu merupakan lisensi untuk menjalankan sesuatu jabatan. 
Demikian pula demikian pula halnya dengan Dokter partikelir, Akuntan dan lain 
sebagainya yang menjalankan pekerjaan bebas mereka itu tidak mempunyai sifat 
sebagai pejabat umum, karena mereka tidak melaksanakan suatu kekuasaan yang 
bersumber pada kewibawaan (gezag) dari pemerinta. Mereka itu merupakan orang-
orang swasta, yang hanya terikat pada peraturan-peraturan mengenai jabatannya, dan 
selanjutnya mereka itu bebas dalam menjalankan profesinya. Mereka boleh memilih 
sendiri tempat dimana mereka bekerja, tidak terikat pada peraturan cuti, tidak terikat 
kepada peraturan administrasi yang ketat yang berhubungan dengan pekerjaannya. 
Jadi mereka dalam menjalankan profesinya lebih bebas. Yang di maksud pejabat 
umum di sini bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.  
 Seorang menjadi pejabat umum apabila ia di angkat dan di berhentikan oleh 
pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal 
tertentu, karena itu ia ikut serta melaksanakan kewibawaan (gezag) dari pemerintah. 
Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dari 
jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat, sekalipun untuk menjalankan jabatan-
jabatan lainnya kadang-kadang di perlukkan juga pengangkatan atau izin dari 
pemerintah. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
 Mengacu pada pokok pikiran sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, 
maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimanakah Implementasi Pemberian 
Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma oleh Notaris di Kota 
Makassar. 
b. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa sajakah penghambat dan pendukung 
pemberian jasa hukum di bidang Kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh Notaris 
di kota Makassar. 
2. Manfaat Penelitian 
 Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat berfaedah dalam menambah 
semaraknya wacana dan wawasan hukum di Indonesia khususnya di bidang 
kenotariatan secar ilmiah maupun secara praktis, oleh karena itu penelitian iniususny 
diharapkan bermanfaat untuk: 
a. Secara ilmiah: bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya lembaga 
kenotariatan mengenai Implementasi Pemberian Jasa Hukum di Bidang 
Kenotariatan Secara Cuma-Cuma oleh Notaris di Kota Makassar. 
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b. Secara praktis: hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya 
pengetahuan masyarakat, para praktisi hukum, serta rekan-rekan mahasiswa 
khususnya dalam hal Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara 
Cuma-Cuma oleh Notaris. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Sejarah terbentuknya Notaris 
 Keberadaan lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti  
yang mengikat selain alat bukti saksi. Pertanyaan dari mana asalnya notaris 
dahulu, hingga sekarang belum dapat terjawab.
1
 Namun banyak dalam literature 
mencatat bahwa notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 
2-3 pada masa Romawi kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius 
atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. 
Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi 
istilah atau titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris 
adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris 
ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif,  eksekutif ataupun yudikatif. Notaris 
diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan disalah  satu dari 
ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. 
Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan 
hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan 
kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga 
tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah 
terjadinya masalah.  
                                                          
 
1
G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (jakarta: Erlangga, 1983),  h. 4 
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 Lembaga Notaris masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan 
beradanya Vereenigde OOst Ind. Compagnie (VOC) (9) di Indonesia. Jan 
Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (Jakarta 
sekarang) antara tahun 1617 sampai 1929, untuk keperluan para penduduk dan 
para pedagang di Jakarta mengganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang 
disebut Notarium Publicium, sejak tanggal 27 Agustus  1620, mengangkat 
Melchior Kerchem sebagai Sekretaris College Van Schepenen (Urusan Perkapalan 
Kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta. 
Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris. Dalam surat pengangkatannya, yaitu 
melayani dan melakukan semua surat libel (smaadschrift), surat wasiat di bawah 
tangan (codicil), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian 
kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan 
yang perlu. Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris 
College Van Schepenen, yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris 
pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, 
antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang 
dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-
akta kepada orang yang tidak berkepentingan. Tanggal 7 Maret 1822 (Stb.No.11) 
dikeluarkan Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie.  
Pasal 1 Intruksi tersebut menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-
akat dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya 
kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, 
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menyimpan asli dan minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga 
memberikan salinannya yang dan benar.
2
 
 Pada tanggal 26 januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang 
sejanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan 
ini adalah salinan dari notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan 
notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku sampai 
dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan 
Notaris dan sebagai pengganti Udang-undang Nomor 30 Tahun 2004.  
B. Pedoman diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 
Jabatan Notaris (sebagai pengganti Statbald 1860 Nomor 30). Sebagai mana 
diubah menjadi Udang-undang Nomor 2 Tahun 2014. 
 Menurut pengertian Undang-undang No. 2 Tahun 2014 dalam Pasal 1 
angka 1 (satu) disebutkan definisi notaris, yaitu notaris adalah pejabat umum yang 
berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 
maksud dalam undang-undang ini.  Pejabat umum adalah orang yang menjalankan 
sebagian fungsi publik dari negara, khususnya dibidang hukum perdata.   
 Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang 
yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat 
umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan 
lainnya yang diatur oleh UUJN.
3
 
                                                          
 2Abdhul Ghofur,  Lembaga Kenotariatan Indonesia (Yogyakarta: UUI Press, 2009),  h. 9. 
 
 
3
Abdhul Ghofur,  Lembaga Kenotariatan Indonesia (Yogyakarta: UUI Press, 2009),  h. 
13. 
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 Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban 
sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris. Selanjutnya 
dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait 
dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh 
peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban atau 
perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, 
bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang undangan, tetapi juga 
karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan 
kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi 
pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.  
 Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris 
adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta 
otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh 
undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 
berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. 
C. Tinjauan Umum Tentang Jasa Hukum 
 Dinamika di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sering diwarnai 
konflik antara individu dengan lainnya, bahkan konflik yang terjadi itu seringkali 
tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk menghindari / 
mencegah terjadinya konflik, dan atau jika terjadi konflik yang tidak dapat 
dihindari, maka diperlukan campur tangan secara khusus untuk memberikan 
bantuan penyelesaian imparsial (secara tidak memihak) berupa jasa hukum dari 
profesi hukum. 
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 Profesi hukum diharapkan menjadi roda-roda penggerak dari penegak 
hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu profesi hukum dalam 
suatu mekanisme kehidupan bernegara harus mampu mempertahankan dan 
menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sesuai dengan martabat manusia. 
Mengenai profesi hukum yang dapat memberikan pelayanan berupa bantuan jasa 
hukum kepada masyarakat, menurut Kansil dapat dikualifikasikan menjadi 5 
(lima) jenis. Sebagaimana yang diutarakannya sebagai berikut:
4
 
 Sesuai dengan keperluan hukum yang bagi masyarakat Indonesia, dewasa 
ini dikenal beberapa subyek hukum berpredikat profesi hukum yaitu: 
1. Hakim  
2. Penasehat hukum (advokat, pengacara) 
3. Notaris 
4. Jaksa, dan 
5. Polisi 
 Profesi tersebut diperlengkapi dengan etika profesi hukum, agar dapat 
melaksanakan fungsi dan kegiatannya dengan sebaik-baiknya. 
 Berdasarkan pendapat Kansil di atas, maka dapat kita ketahui bahwa di 
Indonesia mengenal 5 (lima) jenis profesi hukum dan dalam melaksanakan fungsi 
serta kegiatannya dilengkapi dengan etika profesi hukum itu masing-masing yang 
disebut dengan kode etik profesi. 
                                                          
 4CST. Kansil., Pokok-pokok Etika Profesi Hukum (Jakarta: Praidnya Paramita, 1997), h. 
7. 
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 Hal tersebut di atas dipaparkan oleh Widyadharma sebagai berikut:
 5
 
kedudukan seorang yang professionalis dalam suatu profesi, pada 
hakekatnya merupakan suatu kedudukan yang terhormat. Karena itu pada setiap 
profesi melihat suatu kewajiban agar ilmu yang difahami dijalankan dengan 
ketulusan hatinya itikat baik serta kejujuran bagi kehidupan manusia. Maka 
karena itu etika yang dimiliki setiap profesi juga merupakan tonggak dan ukuran 
bagi setiap professionalis agar selalu bersikap dan bekerja secara etis, dengan 
mematuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam sumpah dan kode etiknya”. 
Lebih lanjut Widyadharma memaparkan:
6
 
“Dalam kode etik suatu profesi selalu dilengkapi dengan suatu pedoman 
bahwa seseorang pengabdi profesi tidak akan mempersoalkan honorarium 
serta kemungkinan ada honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil 
pekerjaannya. Hal mana secara tegas di dalam kode etik notaris juga dapat 
disebutkan bahwa sekalipun sebenarnya keahlian seorang tenaga 
professional notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendapatkan 
uang, namun dalam melaksanakan tugas profesionalnya ia tidak boleh 
semata-mata didorong oleh pertimbangan uang”. 
 Hal serupa juga di komentari oleh Sumaryono sebagai berikut:
 7
 
“Aseptabilitas atau kesedian menerima sebagai kebalikan motif 
menciptakan uang, adalah ciri khas dari semua profesi pada umumnya. Tujuan 
utama sebuah profesi bukanlah untuk menciptakan uang semata-mata, tetapi 
                                                          
 
5
Ignatius Ridwan Widyadharma., Hukum Profesi tentang Profesi Hukum (Semarang: 
Wahyu Pratama, 1991), h. 50. 
 
6
Ignatius Ridwan Widyadharma., Hukum Profesi tentang Profesi Hukum (Semarang: 
Wahyu Pratama, 1991), h. 56. 
 
7
 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 34. 
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terutama untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta ketertiban umum atau 
penerapan hukum yang baik ke segenap lapisan masyarakat”. 
Adapun Koehn memaparkan pendapatnya sebagai berikut:
 8
 
“Segala kegiatan profesional dibuat dengan tujuan bukan untuk imbalan, 
melainkan lebih untuk tujuan tertentu atau untuk kebaikan praktek yang 
besangkutan”. 
 Berdasarkan apa yang telah disampaikan tersebut di atas, dapatlah 
dikatakan bahwa honorarium seorang profesi hukum yang merupakan imbalan 
atas karyanya tidak perlu seimbang dengan ilmu yang diberikan kepada kliennya, 
karena tujuan dari profesi adalah mengabdi kepada kepentingan umum. Oleh 
karena itu, profesi itu tidak terikat hanya berpengetahuan tinggi saja, akan tetapi 
terkait dengan etika yang di dalam hal ini disebut dengan kode etik. Profesi yang 
professional wajiblah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum guna 
kepentingan masyarakat, dan hal ini dapat terjadi setelah pemegang profesi 
tersebut telah menjalankan hukum dan melaksakannya secara baik, didasari penuh 
tanggung jawab dengan adanya integritas dan moral.  
 Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari peradilan yang adil dalam 
prinsip negara hukum. Konstitusi telah mengakui negara hukum seperti 
ditegasakan dalam pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang (UUD) 
1945. Sedangkan pasal 27 ayat (1) dinyatakan, bahwa segala warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan 
                                                          
 
8
 Daryl Koehn, Landasan Etika Profesi (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 68. 
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di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat 
apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan 
dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk 
mendapatkan keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas bantuan 
hukum. 
D. Tinjauan Umum tentang Notaris 
 UUJN merupakan suatu wujud unifikasi hukum di bidang kenotariatan 
yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Republik Indonesia. 
Bersamaan dengan diundangkannya UUJN pada Lembaran Berita Negara 
Republik Indonesia, maka telah mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi 
beberapa peraturan yaitu:
 9
 
1. Reglement op Het Notaris Ambts in Indonesie (STB 1860:3) sebagaiman 
telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1945 Nomor 101; 
2.  Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; 
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil 
Notaris Sementara (Lembaran Negara 1954 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 700); 
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4379); dan 
                                                          
 9 BAB XIII, Ketentuan Penutup, Pasal 91 UUJN 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan 
Notaris. 
Adapun muatan dari UUJN mengatur tentang hal-hal sebagai berikut: 
  1. BAB I. Ketentuan Umum, terdiri dari satu pasal menjelaskan mengenai 
istilah-istilah yang tercantum dalam UUJN, seperti Notaris, Pejabat 
Sementara Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, 
Organisasi Notaris, Majelis Pengawas, Akta Notaris, Minuta Akta, Salian 
Akta, Kutipan Akta, Grosse Akta, Formasi Jabatan Notaris, Protokol 
Notaris, dan Mentri. 
 2. BAB II. Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris, terdiri dari: bagian 
pertama mengenai pengangkatan Notaris(pasal 2-7) dan bagian kedua 
mengenai pemberhentian Notaris (pasal 8-14). 
 3. BAB III. Kewenangan,Kewajiban, dan Larangan, terdiri dari: bagian 
pertama tentang kewenangan (pasal 15), bagian kedua mengenai Kewajiban 
(pasal 16), bagian ketiga mengenai Larangan (pasal 17). 
 4. BAB IV. Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan, terdiri dari: 
bagian pertama mengenai Kedudukan Notaris (pasal 18-20), bagian kedua 
mengenai Formasi Jabatan Notaris (pasal 21-22), dan ketiga mengenai 
Pindah Wilayah Jabatan Notaris (pasal 23-24). 
  5. BAB V. Cuti Notaris dan Notaris Pengganti, terdiri dari: bagian pertama 
mengenai Cuti Notaris (pasal 25-32), dan bagian kedua mengenai Notaris 
Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris (pasal 
33-35). 
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6. BAB VI. Honorarium (pasal 36-37) 
 7. BAB VII. Akta Notaris, terdiri dari: bagian pertama mengenai Bentuk dan 
Sifat Akta (pasal 38-53), bagian kedua mengenai rosse Akta, Salian Akta, 
dan Kutipan Akta (pasal 54-57),bagian ketiga mengenai Pembuatan, 
Penyimpanan, Penyerahan Protokol Notaris (pasal 58-65). 
 8. BAB VIII. Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (pasal 66) 
 9. BAB IX. Pengawasan, bagian pertama umum (pasal 67-68), bagian kedua 
mengenai Majelis Pengawas daerah (pasal 69-71), bagian ketiga mengenai 
Majelis Pengawas Wilayah (pasal 72-75), dan bagian keempat mengenai 
Majelis Pengawas Pusat (pasal 76-81). 
 10. BAB X. Organisasi Notaris (passal 82-83). 
 11. BAB XI. Ketentuan Sanksi (pasal 84-85). 
 12. BAB XII. Ketentuan Peralihan (pasal 86-90). 
 13. BAB XIII. Ketentuan Penutup (pasal 91-92). 
 Dengan adanya UUJN, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan secara 
menyeluruh dalam satu Undang-undang yang mengatur jabatan Notaris”.10 
Berdasarkan hal tersebut di atas,dapat kita ketahui bahwa pengaturan di dalam 
UUJN mengenai honorarium notaris terdapat pada Bab VI, terdiri dari 2 (dua) 
pasal yaitu pasal 36 dan pasal 37. Ketentuan pasal tersebut, menarik untuk 
dicermati seiring bergulirnya Krisis Global yang menerpa belahan dunia termasuk 
Indonesia yaitu, pemberian jasa hukum oleh notaris secara cuma-cuma. Hal ini 
                                                          
 10 Rosa Agustina,. Studi Notariat dan Praktek Notaris, Internet,  diakses 03 pebruari 
2014. 
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merupakan kewajiban notaris baik berdasarkan Undang-Undang maupun 
kewajiban Kode Etik Notaris. Pasal 37 UUJN menyebutkan; 
 “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara 
cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. 
 Adapun di dalam Kode Etik Notaris terdapat di dalam Bab III pasal 3 
angka 7 yang mewajibkan notaris;  
“memberikan jasa pembuatan akta dan jasa ke Notarisan lainnya untuk 
masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium”. 
E. Tinjaun Umum Tentang Implementasi/penerapan 
 Ditegaskan oleh Edward III dalam Juliartha
11
 bahwa masalah utama dari 
administrasi publik adalah lack attention to implementation bahwa without 
effective implementation the decision of policymakers will not be carried out 
successfully. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan 
dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya 
untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat 
dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. 
1. Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor 
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan 
sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi 
implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau 
                                                          
 
11
 Juliartha,. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik.(Jakarta: Trio Rimba 
Persada,2009) 
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bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka 
kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 
2. Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas 
dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya 
untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber 
daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetisi 
implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor 
penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, 
kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. 
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh 
implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat 
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 
pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif 
yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi 
kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
4. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 
Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah 
adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) 
atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam 
bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur 
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birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan 
aktivitas organisasi tidak fleksibel. 
 Dijelaskan oleh Edward III secara singkat bahwa pedoman yang tidak 
akurat, jelas atau konsisten akan memberikan kesempatan kepada Implementors 
membuat diskresi. Diskresi ini bisa langsung dilaksanakan atau dengan jalan 
membuat petunjuk lebih lanjut yang ditujukan kepada pelaksana tingkat 
bawahnya. Jika komunikasi tidak baik maka diskresi ini akan memunculkan 
disposisi. Namun Komunikasi yang terlampau detail akan mempengaruhi moral 
dan independensi implementor, bergesernya tujuan dan terjadinya pemborosan 
sumber daya seperti keterampilan, kreatifitas, dan kemampuan adaptasi. Sumber 
daya saling berkaitan dengan komunikasi dan mempengaruhi disposisi dalam 
implementasi. Demikian juga disposisi dari implementor akan mempengaruhi 
bagaimana mereka menginterpertasikan komunikasi kebijakan baik dalam 
menerima maupun dalam mengelaborasi lebih lanjut ke bawah rantai komando.  
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BAB III   
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitan  
Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan 
Yuridis-Empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang 
digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan 
perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, 
sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau 
pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.  
Sehingga yang dimaksud dengan Yuridis-Empiris, adalah suatu penelitian 
yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga 
menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh Notaris dan 
PPAT di kota Makassar 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan 
skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilaksanakan di kantor Notaris dan PPAT di 
kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 
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B. Pendekatan penelitian  
 Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum 
normative. Langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum normative yang 
didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang tentang pemberan jasa Hukum d 
bidang Kenotaratan secara Cuma-Cuma oleh Notaris 
 Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan 
persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan fakta hukum yang jelas dalam 
meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum . 
 
C. Sumber Data 
 Dalam menyusun skripsi ini, Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 
dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu : 
1. Bahan hukum primer adalah Sumber data primer diperoleh dari berbagai 
macam peraturan perundang-undangan seperti : Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2014 dan Kode Etik Notaris Pasal 3 Angka 7. 
2. Bahan hukum sekunder  adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi 
penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dekomentasi pada 
instansi terkait. 
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus dan 
ensiklopedia. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka 
penulis menggunakan metode yang dianggap sebagai bahan analisis. Selanjutnya 
untuk menjaring data yang diperlukan, maka data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Yaitu penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan pihak 
yang berkompeten memberikan informasi di kantor Notaris dan PPAT di kota 
Makassar.  
2. Studi Dokumentasi 
Yaitu penulis mengambil data dengan menelaah buku-buku, tulisan-tulisan, dan 
peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Undang-undang tentang pemberan jasa Hukum d bidang 
Kenotaratan secara Cuma-Cuma oleh Notaris, bahan-bahan kepustakaan dalam 
penelitian ini mencakup buku, dan artikel-artikel ilmiah. 
E. Instrumen Penelitian 
Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian, yakni : peraturan perundang-undangan, Observasi, 
wawancara , dan dokumentasi.  
 
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penulisan ini, Data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara 
primer maupun sekunder, dan di analisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan 
secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
37 
 
 
 
permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini. Dalam 
menguji data dan materi yang disajikan, diperlukan metode sebagai berikut : 
a) Dedukatif  yang pada umumnya  berpedoman pada peraturan perundang – 
undangan. 
b) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau 
memperjelas bunyi peraturan prundang –undangan dan uraian umum 
c) Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan 
perbedaan pendapat , terutama terhadap materi yang mungkin dapat 
menimbulkan ketidaksepahaman serta menimbulkan kerancuan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Pemberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan secara Cuma-Cuma 
oleh Notaris 
 Pada umumnya faktor pendukung pemberian jasa hukum di bidang 
kenotariatan adalah pasal 37 Undang-undang nomor 2 Tahun 2014  dan berdasarkan 
pasal 3 angka 7  kode etik notaris 
 Bekerja pada hakekatnya merupakan salah satu kewajiban dasar setiap 
manusia. Dengan bekerja seseorang dapat memperoleh apa yang menjadi haknya 
sendiri. Melalui pekerjaannya, manusia dapat dan berkewajiban melayani sesamanya 
dengan gagasan-gagasan dan keterampilan serta melakukan apa saja untuk 
mengangkat kehidupan keluarga dan kondisinya ke taraf yang lebih baik. 
 Hakekat bekerja juga menuntut seseorang supaya memilih profesi atau 
keahlian secara bertanggung jawab, Akuntabilitas sebuah profesi menuntut seseorang 
untuk mempersiapkan dirinya secara menyeluruh, termasuk notaris. Eksistensi 
seorang notaris bukan semata-mata untuk dirinya sendiri melainkan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi dasar seorang notaris untuk menambah 
pengetahuan dan keterampilannya dalam upaya optimalisasi pelayanan masyarakat 
sebagai misi utama dalam hidupnya. 
 Notaris dalam melakukan tugas jabatannya wajib memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, baik kepada masyarakat yang mampu 
maupun kepada masyarakat yang tidak mampu. Notaris juga berkewajiban 
memberikan penyuluhan hukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran 
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hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Sebagaimana 
dipaparkan Tobing, dikutip oleh Widyadharma sebagai berikut:
 1
 
“Upaya dalam rangka peningkatan profesionalisme para notaris tidak hanya 
diketahui tentang tugas dan kedudukan notaris saja akan tetapi harus juga 
diketahui bagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat yang akan dilayani”. 
 Pendapat Tobing di atas, memperjelas peranan notaris selaku pejabat umum 
yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara yang harus 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sungguh sebuah tugas dan tanggung jawab 
yang teramat berat apabila dimaknai dengan benar. Ketika Surat Keputusan 
pengangkatan sebagai seorang notaris turun, dan notaris diangkat secara yuridis 
formal, saat itu juga seharusnya termuat janji untuk menjalankan tugas profesi sebaik 
mungkin sesuai dengan Hukum Tuhan Yang Maha Esa dan hukum positif negara 
tempat notaris berdomisili. Sanksinya pun tidak hanya berupa sanksi hukum positif, 
namun juga sanksi moral oleh masyarakat dan sanksi spiritual oleh Tuhan Yang 
Maha Esa. Ketika Notaris melanggar keluhuran dan martabat profesi notaris, seketika 
itu juga berarti ia melanggar tiga hal tersebut. 
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Ignatius Ridwan Widyadharma, Kenotariatan Indonesia (Yogyakarta: UUI Press, 2009),  
h.106 
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 Hal ini sejalan dengan pendapat Nurwulan selaku Wakil Ketua I Ikatan 
Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan:
 2
 
“Notaris sebagai pejabat umum, merupakan organ negara yang dilengkapi 
dengan kewenangan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat 
dalam pembuatan akta otentik di bidang keperdataan saja”. 
 Mengingat kompleksitas masalah yang akan dihadapi seorang notaris, maka 
seorang notaris harus membekali diri dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan 
disamping ilmu kenotariatan yang paling esinsial. Oleh karena itu, notaris harus 
selalu mengembangkan pengetahuannya, baik pengetahuan yang sifatnya intelektual, 
emosional, maupun spiritual agar tetap berada di jalur kebenaran. 
 Kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia terus 
mengalami perubahan, hal ini dapat mendorong diri notaris terseret kearah jebakan 
yang bersifat materialisme yang akhirnya dpat melanggar misi notaris yang mulia dan 
luhur. Walaupun peraturan telah membentengi agar praktik yang tercela itu tidak 
muncul, namum tetap saja tidak dapat menjamin seratus persen. Satu-satunya hal 
yang dapat menjamin notaris berjalan di koridor tepat adalah kualitas dirinya sendiri. 
Sebagaimana yang di ungkapkan Lubis selaku Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia 
pada saat dirgahayu INI yang ke-100 sebagai berikut:
 3
 
“Pendidikan jangan dimengerti hanya dalam lingkup akademik, namun sebagai 
perjalanan pembelajaran seumur hidup. Apalagi sekarang dinamika hukum di 
Indonesia berlangsung cepat, Notaris pun harus terus belajar agar mampu 
mengikuti perkembangan ilmu dan praktik hukum terbaru. Definisi ilmu yang 
wajib dipelajari pun meluas, bukan hanya ilmu hukum saja namun ilmu-ilmu di 
luar hukum seperti ilmu ekonomi, manajemen, sosial-budaya, dan prilaku 
manusia”. 
                                                          
 
2
Pandam Nurwulan, Perspektif Notaris tentang Penyidikan dan Masalahnya Berkenaan 
dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 ( Yogyakarta:  Makalah, 2006), h.32 
 
3
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, h. 21 
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 Berdasarkan pemaparan Lubis tersebut, dapat dimengerti begitu besar tugas 
dan tanggung jawab seorang notaris sehingga diperlukan kontribusi dan dukungan 
dari semua pihak agar mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada 
masyarakat luas dari waktu ke waktu. Sebagaimana dipaparkan setiawan:
 4
 
“Keberadaan lembaga notariat atau dengan kata lain notaris diangkat oleh 
penguasa yang berwenang berdasarkan undang-undang, bukanlah semata-mata 
untuk kepentingan para notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan 
masyarakat yang dilayani”. 
 Kemulian dan keluhuran profesi notaris sekarang cenderung semakin 
memudar, hal ini dikarenakan terus bertambahnya daftar nama notaris yang terkait 
dengan perkara di Pengadilan baik perkara perdata maupun perkara pidana. Selain 
kualitas diri notaris yang kurang mampuni, dapat juga dikarenakan trendnya profesi 
notaris sebagai mesin pencetak uang. Sebagaimana dikatakan Sugiono yang dikutip 
Majalah Renvoi sebagai berikut:
 5
 
“Trendnya notaris sekarang hanya dapat uang saja, sehingga tidak 
memperhatikan lagi bahwa dia menyandang suatu pekerjaan yang professional. 
Hal ini saya katakan berdasarkan sering banyak klien yang mengeluh, serta 
banyak kasus di Pengadilan yang menyeret notaris selaku terdakwa, dan saya 
sering dimintakan menjadi saksi ahli dalam teknik pembuatan akta”. 
Sejalan apa yang dikatan Sugiono tersebut Gunardi juga mengatakan:
 6
 
“Seorang notaris bekerja tidak melulu berorientasi pada hitungan untung- rugi, 
melainkan dibebani pula tanggung jawab sosial. Yakni, wajib memberikan jasa 
hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada mereka yang tidak 
mampu. Begitulag yang ditegaskan dan di atur dalam Undang-undang Nomor  
2 Tahun 2014 (UUJN)”. 
                                                          
 
4
Djoko Soepadmo, Teknik Pembuatan Akta Seri 1 Bagian Pertama (Surabaya: Bina Ilmu, 
1996), h. 7. 
 
5
Hendrika Suwarti Sugiono, 2007, Renvoi, Edisi Nomor 11.47.IV, hlm. 46 
 
6
 Gunardi., Profesi Notaris di Masa Sekarang, Internet, diakses 13 februari 2014 
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 Bertitik tolak pada kedua pendapat Praktisi Notaris di atas, dapat kita jumpai 
adanya kewajiban pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma 
oleh notaris, namun demikian pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini tidak kita 
jumpai baik di dalam UUJN, Kode etik Notaris, maupun peraturan lainnya yang 
mengatur tentang jabatan notaris, terutama mengenai pengertian jasa hukum di 
bidang kenotariatan, dan kualisifikasi orang yang tidak mampu. 
 Berdasarkan bunyi pasal 37 UUJN dan pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris. 
Seharusnya notaris memberikan pelayanan secara Cuma-Cuma kepada orang yang 
tidak mampu, sebagaimana terlebih dahulu secara nyata diaplikasikan oleh Advokat 
mengenai pemberian jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada kliennya yang lebih 
dikenal dengan istilah Prodeo. Adapun tabel di bawah ini yang menjelaskan ada 
tidaknya implementasi pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-
Cuma oleh notaris di kota makassar yaitu berdasarkan hasil penelitian sebagai 
berikut: 
TABEL JUMLAH PEMBUATAN AKTA CUMA-CUMA (gratis)  
PERTAHUNNYA YANG DI BUAT OLEH ROSNAINI NOTARIS & PPAT DI 
MAKASSAR: 
 
NO 
 
TAHUN 
PEMBUATAN 
AKTA BIASA 
PEMBUATAN 
AKTA CUMA-
CUMA/GRATIS 
KET 
1 2002 120 - TIDAK ADA 
2 2003 145 - TIDAK ADA 
3 2004 150 - TIDAK ADA 
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4 2005 200 1 ADA 
5 2006 155 - TIDAK ADA 
6 2007 151 - TIDAK ADA 
7 2008 168 - TIDAK ADA 
8 2009 179 - TIDAK ADA 
9 2010 150 - TIDAK ADA 
10 2011 123 - TIDAK ADA 
11 2012 89 - TIDAK ADA 
12 2013 188 1 ADA 
13 2014 137 - TIDAK ADA 
 JUMLAH 1.955 2  
 Menurut  Rosnaini., sebagai Notaris  mengungkapkan bahwa Pada tahun 
2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2012 dan 2014 tidak ada pembuatan 
akta cuma-cuma karena tidak adanya pengajuan/pemohon, sedangkan pada tahun 
2005 dan 2013 ada pengajuan pembuatan akta Cuma-Cuma (gratis) itupun keluarga 
dan tetangga notaris tersebut yang betul-betul tidak mampu. Sedikitnya pembuatan 
akta gratis dengan akta biasa atau akta berbayar di karenakan kurangnya pengetahuan 
masyarakat tentang pembuatan akta Cuma-Cuma (gratis).
7
  
Adapun akibat hukum apabila notaris melanggar kewajiban memberikan jasa 
hukum kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu yaitu: 
8
 
a. Peringatan lisan; 
b. Peringatan tertulis; 
                                                          
7
Rosnaini, Notaris , Wawancara, Kantor Notaris Rosnaini dkk , 21 Juli 2014. 
 8Penjelasan Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. h. 9. 
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c. Pemberhentian sementara; 
d. Pemberhentian dengan hormat; 
e. Pemberhentian dengan tidak hormat. 
Penjelasan dari Rosnaini selaku Notaris menjelaskan bahwa jika notaris 
melenggar kewajibannya sebagimana di sebutkan di atas yaitu  peringatan lisan 
adalah teguran, peringatan tulisan adalah penyuratan atau di beri surat peringatan, 
pemberentian sementara adalah cuti, pemberentian dengan hormat adalah kalo notaris 
tersebut meminta pemberentian sedangkan pemberentian dengan tidak hormat adalah 
pencabutan jabatan.
9
  
B. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat pemberian jasa hukum di bidang 
Kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh Notaris . 
 
1. Faktor-faktor pendukung pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan 
secara Cuma-Cuma 
Faktor-faktor pendukung pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan adalah 
ketidak mampuan secara ekonomis, akta yang bertujuan non personal provit, serta 
hubungan kedekatan secara emosional. Selain itu notaris sebagai pejabat umum 
mempunyai kewenangan dalam melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya diberikan 
negara melalui Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 
Kewajiban negara yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 untuk melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejateraan umum, dalam rangka 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagain 
didelegasikan kepada notaris, karena itulah, sebelum menjalankan jabatannya notaris 
                                                          
 
9
 Rosnaini, Notaris , Wawancara, Kantor Notaris Rosnaini dkk , 21 juli 2014. 
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wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya akan menjalankan pancasila, 
UUD 1945, UUJN, peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-
Undang HAM dan Undang-Undang Peradilan HAM. 
Berdasarkan pengertian tentang HAM yang diformulasikan dalam pasal 1 
Undang-Undang HAM dan pasal 1 Undang-undang Pengadilan HAM, maka hak 
untuk mendapatkan keadilan dalam perlakuan hukum (Equality Before the Law) dan 
hak untuk mendapatkan rasa aman dalam melakukan perbuatan hukum sebagai 
subyek hukum di dalam masyarakat merupakan hak asasi manusia yang wajib 
ditegakkan, dilindungi dan dipenuhi serta dijunjung tinggi oleh setiap orang, terutama 
notaris yang relevan dengan tugas dan fungsinya di dalam masyarakat. Sebagaimana 
diatur dalam pasal 1 UUJN :
 10
 
” Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.  
Pendelegasian kewenangan membuat akta otentik oleh negara ini sesuai dengan 
prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum 
yang berintikan kebenaran dan keadilan untuk mencapai kesejahteraan dan 
kebahagiaan, sejalan dengan lalu lintas hukum yang dibutuhkan dalam kehidupan 
bermasyarakat. Akta Otentik produk notaris ini, selain berfungsi untuk mencegah 
sengketa karena telah menentukan dengan jelas hak dan kewajiban subyek hukum 
dalam lalu lintas hukum di masyarakat, juga mempunyai peranan yang sangat penting 
sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh dalam hubungan hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat jika sengketa tidak dapat dihindarkan.
11
  
                                                          
 
10
 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Bandung: PT. Rafika Aditama,  2008), h. 78. 
 
11
 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. h.7. 
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Sebagaimana telah penulis paparkan terdahulu bahwa, payung hukum yang 
utama bagi profesi notaris dalam menjalankan profesi jabatannya adalah UUJN dan 
Kode Etik Notaris. Pasal 37 UUJN memerintahkan: “Notaris wajib memberikan jasa 
hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. 
Hal serupa ditegaskan kembali dalam pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang 
menyebutkan notaris berkewajiban: “Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa 
kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut 
honorarium”. Disamping itu notaris juga berkewajiban untuk “mengutamakan 
pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara”. Sebagaimana diamanatkan 
dalam pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris. 
Pencantuman pasal 37 UUJN dan pasal 3 angka 7 pada Kode Etik Notaris di 
atas oleh penggagasnya diharapkan menjadi salah satu bentuk kepedulian (rasa 
sosial) notaris terhadap lingkungannya dan merupakan wujud  pengabdian profesi 
notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara. Namun sangat disayangkan, 
implementasi terhadap ketentuan di atas masih berada ditataran formal, dalam artian 
penegakan hak asasi manusia oleh notaris masih sebatas pembuatan peraturannya, 
belum sampai pada implemtasi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam 
ketentuan tersebut. Hal ini sangat memprihatinkan dunia penegakan hukum, 
(penegakan hukum yang penulis maksud  disini bukan penegakan hukum HAM 
dalam perspektif normatif, melainkan penegakan hukum HAM dalam perspektif 
Sosiologis) .
12
 Sudah seyogianya profesi notaris mempunyai berperan aktif dalam 
penegakan hak asasi manusia, memberikan pelayanan Bantuan Akta Notaris (BAN)
13
 
                                                          
 
12
Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi, ( PUSHAM 
UII, Yogyakarta, 2011,)  hlm. 34-42. 
 
13
Sebuah gagasan untuk perkembagan penegakan hak asasi manusia khususnya di bidang 
kenotariatan. 
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kepada masyakat secara cuma-cuma guna perlindungan sebagai subyek hukum dan 
pemenuhan hak rasa aman dalam melakukan perbuatan hukum dalam mobilitas 
kehidupan bermasyarakat, dengan demikian rasa keadilan dan rasa aman bagi 
masyarakat akan terjamin. 
2. Faktor-faktor penghambat pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan 
secara Cuma-Cuma 
 Penjelasan dari Rosnaini., sebagai Notaris  mengungkapkan bahwa Himpitan 
kebutuhan materialisme bagi notaris untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 
operasional kantor adalah suatu tuntutan realitas yang tidak terelakkan. Meski 
demikian, para notaris di kota makassar merealisasikan amanat UUJN dan K.E.N 
tersebut sebagai manifestasi profesionalis dan tanggung jawab moral dalam 
mengemban tugas jabatannya. Implementasi pemberian jasa hukum tersebut di 
kategorikan menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu:
14
 
a. Kepada orang yang tidak mampu 
b. Perbuatan/peristiwa hukum terhadap akta yang mempunyai fungsi sosial, dan 
c. Kepada penghadap yang mempunyai hubungan kedekatan dengan notaris. 
Urgensitas akta otentik produk notaris yang begitu besar dalam penegakan, 
perlindungan, pemenuhan serta menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan 
keadilan dalam mewujudkan tujuan negara bagi kepentingan masyarakat 
(kesejahteraan dan kebahagiaan). Peran serta yang dominan, dari kewenangan yang 
dimiliki profesi notaris yang diberikan negara melalui UUJN sangat dibutuhkan dan 
dinanti-nantikan oleh masyarakat banyak. Belum terwujudnya suatu lembaga khusus 
                                                          
14
 Rosnaini, Notaris , Wawancara, Kantor Notaris Iswandi dkk , 24 agustus 2014. 
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yang menangani pembuatan akta secara cuma-cuma oleh notaris di tanah air ini, 
menambah buruknya citra profesi hukum di tanah air, terutama profesi notaris. 
Keluhuran dan kemuliaan profesi notaris di masyarakat semakin memudar dan 
terpendam, sebagai prestasi dari jasa yang notaris berikan kepada masyarakat. 
Bahkan kecendrungannya sebagian besar notaris di Indonesia hanya milik mereka 
yang berkelas/mempunyai kemampuan secara finansial. 
 Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan 
pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di 
hadapan hukum sebagai sarana penegakan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi 
manusia harus dilihat dari dua sisi yakni preventif (pencegahan) dan penindakan, 
proses penegakan hak asasi manusia pun bukan hanya melalui peradilan. Sebagian 
besar para pemikir hukum di Indonesia berbicara mengenai penegakan hak asasi 
manusia lebih mengacu pada penindakan, termasuk para pembuat undang-undang 
yang merupakan bagian dari proses penegakan hak asasi manusia, hal ini dapat kita 
lihat pada pasal pasal 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 
Hukum: “Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang 
menghadapi masalah hukum”. Lebih lanjut pasal 6 menyebutkan: “Bantuan hukum 
diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi 
penerima bantuan hukum”. 
Sudah menjadi mafhum dikalangan profesi hukum, bahkan masyarakat yang 
sering bersinggungan dengan profesi hukum bahwa, salah satu perbedaan yang 
signifikan antara profesi hukum advokat dengan profesi hukum notaris adalah pada 
fungsinya, Advokat bertindak cendrung pada penindakan berupa menyelesaikan 
perselisihan/sengketa, dan notaris bertindak lebih pada prefentif berupa mencegah 
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terjadinya perselisihan/sengketa.  Hemat penulis, tindakan penyelesaian sengketa oleh 
advokat, maupun tindakan prefentif untuk mencegah terjadinya sengketa oleh notaris, 
namun kedua profesi hukum ini sama-sama dalam konteks penegakan hukum dan 
penegakan hak asasi manusia.  
Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang mempunyai peranan yang 
sangat besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat 
sesuai dengan tuntutan zaman, bahkan UUJN menyebut notaris sebagai pejabat 
umum yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Semua yayasan Pos bantuan 
hukum menggunakan produk notaris.
15
 Akta otentik yang merupakan produk dari 
notaris dapat melindungi dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Sebagian 
besar kebutuhan hubungan hukum di tengah masyarakat memerlukan jasa notaris, 
namun karena mahalnya tarif yang ditentukan notaris membuat sebagian besar dari 
anggota masyarakat memilih tidak menggunakan jasa notaris, urgensitas akta otentik 
dari notaris tersebut dapat mencegah terjadinya sengketa di dalam masyarakat, karena 
menentukan dengan jelas kedudukan anggota masyarakat sebagai subyek hukum 
dalam lalu lintas hubungan hukum di dalam masyarakat. 
UUJN dan Kode Etik Notaris sebagai payung hukum  bagi notaris dalam 
menjalankan profesi jabatannya, mengamanatkan agar notaris ikut berperan aktif 
dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini dapat kita ketahui dengan 
adanya ketentuan pasal 37 UUJN dan pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris. 
Mewajibkan kepada Notaris wajib untuk memberikan jasa hukum pembuatan akta 
secara cuma-cuma tanpa memungut honorarium/fee bagi yang menggunakan jasanya. 
Indonesia dalam konteks negara hukum yang menjamin HAM, seyogianya 
                                                          
 
15
 Pendirian Yayasan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Menggunakan Akta Notaris. 
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membentuk Lembaga Bantuan Akta Notaris (LBAN) sebagai manifestasi penegakan, 
perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia, juga manifestasi keluhuran dan 
kemuliaan dari profesi notaris di Indonesia, sehingga dapatlah dikatakn profesi 
notaris itu profesi yang luhur dan mulia (Officium Nobile). 
 Penjelasan dari Rosnaini., sebagai Notaris  mengungkapkan bahwa Berkenaan 
dengan honororium atas jasa yang di berikan notaris telah di atur dalam pasal 36 dan 
37 UUJN sebagai berikut:
16
 
a. Notaris berhak menerima honororium atas jasa hukumyang diberikan sesuai 
kewenangannya. 
b. Besarnya honororium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis 
dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuang. 
c. Nilai ekonomis sebagai mana dimaksud pada ayat (2) di tentukan dari objek 
setiap akta sebagai berikut: 
1) sampai dengan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ekuivalen gram mas 
ketika itu, honororium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma 
lima persen); 
2) di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honororium yang diterima paling 
besar 1,5% (satu koma lima persen): atau 
3) di atas Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honororium yang diterima 
didasrkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak 
melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. 
                                                          
16
 Rosnaini, Notaris , Wawancara, Kantor Notaris Iswandi dkk , 24 Agustus 2014. 
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d. Nilai sosiologis di tentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta 
dengan honororium yang di terima paling besar Rp.5 000.000,00 (lima juta 
rupiah) 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan pokok permasalahan yang diindetifikasikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Implementasi pemberian jasa hukum kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh 
notaris kepada orang yang tidak mampu sudah berjalan dengan benar atau 
penerapannya sudah ada di kota makassar. 
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberian jasa hukum di bidang 
kenotariatan secara Cuma-Cuma oleh notaris bagi orang yang tidak mampu, 
faktor pendukungnya yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris. Pasal 37 UUJN 
memerintahkan: “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang 
kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Hal serupa 
ditegaskan kembali dalam pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris yang 
menyebutkan notaris berkewajiban: “Memberikan jasa pembuatan akta dan 
jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa 
memungut honorarium”. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu himpitan 
kebutuhan materialisme bagi notaris untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 
operasional kantor adalah suatu tuntutan realitas yang tidak terelakkan. 
Keluhuran dan kemuliaan profesi notaris di masyarakat semakin memudar dan 
terpendam. 
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B. Implikasi 
Berdasarkan dengan beberapa kesimpulan di atas, selanjutnya di ajukan 
beberapa saran yang dapat di jadikan bahan masukan dalam rangka kontruksi hukum 
di indonesia dalam hubungannya dengan pemberian jasa hukum kenotariatan secara 
Cuma-Cuma oleh notaris bagi orang yang tidak mampu, yakni sebagai berikut: 
1. Efektivitas implementasi pemberian jasa hukum secara Cuma-Cuma ini masih 
memerlukan regulasi baru di bidang kenotariatan, khususnya mengenai 
kualifikasi orang yang tidak mampu, dan nominal akta yang tidak dapat di 
kenekan honororium oleh notaris, sebagai monivestasi unifikasi atas 
keseragaman kualifikasi dan peningkatan profesionalisme notaris selaku 
officium nobile dalam menjalankan tugas jabatannya untuk melayani 
kebutuhan masyarakat yang kurang/tidak mampu dengan berintikan 
kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. 
2. Kepada instansi atau lembaga yang berwenang yang memberikan jasa hukum 
kenotariatan secara Cuma-Cuma, supaya dapat melakukan transparansi 
informasi terkait pemberian jasa hukum tersebut dengan cara membuat 
penyuluhan terkait masalah pemberian jasa hukum kenotariatan secara Cuma-
Cuma oleh notaris, masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 
bantuan hukum yag di layangkan secara gratis di lembaga ataupun instansi 
terkait (Notaris & PPAT). 
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